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TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN,

Menimbang

Mcngingat

PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan
Pasal 31 Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pengclolaan Barang Milik Daecrah perlu
menctapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pencrimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pengurusan dan
Penggunaan Barang Milik Dacrah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daecrah-dacrah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrah  sebagaimana telah  diubah
bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemecrintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemecrintah;

FJI



6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang  Menjadi
Kewcnangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Lembaran Dacrah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 2);

7. Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
Nomor 3);

8. Peraturan Daecrah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran
Dacrah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA

PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN,
PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2

o

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat dacrah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang,

Walikota adalah Walikota Magclang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Magelang.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
sclaku Pengguna Barang.

Unit kerja/Unit Pelaksana Teknis Dacrah (UPTD) adalah bagian dari SKPD
selaku Kuasa Pengguna Barang,.

Barang milik daerah adalah semua barang yang yang dimiliki maupun
dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang meliputi semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas becban APBD dan yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah, berupa hibah atau sumbangan, pclaksanaan
perjanjian kontrak, kectentuan peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Barang Inventaris adalah barang milik daerah yang sudah tercatat dalam
buku inventaris.



1Q.

L1

12.

14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
sclanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD secrta rencana pembiayaan scbagai dasar penyusunan
APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah
sclanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan scbagal dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pengelola
Barang adalah Sckretaris Dacrah Kota Magelang yang karcna jabatannya
berwenang melakukan koordinasi dan bertanggung jawab di bidang
pengelolaan barang milik daerah.

Pembantu Pengelola Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya disingkat
Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala Bagian Perlengkapan/Unit
Pengelola Barang yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan barang milik dacrah yang ada pada masing-masing SKPD.

. Pengguna Barang adalah Kcpala SKPD seclaku pemegang kewenangan

penggunaan barang milik dacrah.

Kuasa Pengguna Barang adalah Kcepala Unit Kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD/Pengguna Barang untuk menggunakan barang
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Penyimpan Barang adalah pegawai negeri sipil yang discrahi tugas untuk
mengkoordinir Penyimpan Barang Pembantu bagi SKPD yang memiliki
Penyimpan Barang Pembantu dan menerima, menyimpan, dan
mengeluarkan barang milik daerah di setiap SKPD/Unit Kerja bagi yang
tidak memiliki Penyimpan Barang Pembantu.

Penyimpan Barang Pembantu adalah pegawail negeri sipil yang diserahi
tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik
dacrah di sctiap SKPD/Unit Kerja.

Pengurus Barang adalah pegawail negeri sipil yang diserahi tugas untuk
mengkoordinir Pengurus Barang Pembantu bagi SKPD yang memiliki
Pengurus Barang Pembantu dan mengurus barang milik daerah dalam
proses pemakaian yang ada di SKPD/Unit Kerja bagi yang tidak memiliki
Pengurus Barang Pembantu.

Pengurus Barang Pembantu adalah pegawal negeri sipil yang diserahi
tugas untuk mengurus barang milik dacrah dalam proses pemakaian yang
ada di sctiap SKPD/Unit Kerja.

Pengadaan adalah pengadaan barang milik daerah Pemerintah Kota
Magelang menurut peraturan yang berlaku.

Kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnya
discbut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat
scbagai pelaksana Swakelola.

Penerimaan adalah kegiatan menerima barang milik daerah hasil dari
pengadaan atau sumbangan/hibah dan harus dilengkapi dengan dokumen
pengadaan dan berita acara.

Penyimpanan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pengurusan,
penyelenggaraan dan pengaturan  barang milik daerah hasil dari
pengadaan dan/atau sumbangan/hibah di dalam gudang dan/atau di
ruang penyimpanan lainnya yang berfungsi sebagai gudang dengan disertai
dokumen yang scmestinya.
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Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimkan barang
milik daerah dari gudang dan/atau tempat pcnyimpanan yang berfungsi
scbagai gudang kepada unit kerja/SKPD di lingkungan Pemecrintah Kota
Mageclang untuk dipergunakan scbagaimana mestinya dan dicatat dalam
Buku Pencrimaan Barang dan Buku Pengeluaran Barang unit kerja/SKPD.
Pengurusan adalah kegiatan untuk mengurus barang milik daerah dalam
proscs pemakaian yang ada di sctiap unit kerja/SKPD.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik
daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Pcngecekan persediaan/Stock Opname adalah kegiatan mengecek dan
menghitung  barang perscdiaan yang masih berada dalam  gudang
penyimpanan berdasarkan pada catalan yang ada.

Gudang adalah tempat menyimpan barang milik dacrah yang belum
disalurkan.

Kartu Inventaris Barang yvang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu yang
berisi catatan barang-barang inventaris sccara tersendiri  atau
kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe,
nilai/harga dan data lain yang diperlukan untuk inventarisasi maupun
tujuan lain dan dipergunakan selama barang terscbut belum dihapus..
Kartu Inventaris Ruangan yang sclanjutnya disingkat KIR adalah Kartu
yang berisi catatan informasi tentang barang-barang inventaris yang
berada di suatu ruangan/lokasi.

Kartu Pengendali adalah Kartu yang berfungsi sebagai pengendali
pergerakan barang milik dacrah, termasuk di antaranya KIB dan KIR.
Harga Pcrolchan adalah harga akhir yang melekat pada suatu barang
berdasarkan hasil penjumlahan komponen-komponen biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan barang terscbut.

. Pihak Ketiga adalah pihak yang menycdiakan atau menyecrahkan barang

scbagai tindak lanjut dari hari perjanjian/kontrak atau hibah/wakal/
sumbangan.

BAB I
ASAS DAN FUNGSI

Pagal 2

Pencrimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pengurusan dan Penggunaan Barang
Milik Dacrah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(1)

Pasal 3

Penerimaan barang milik dacrah merupakan kegiatan tindak lanjut dari
hasil pengadaan barang atau jasa yang menghasilkan barang atau
menambah nilai barang scbelumnya yang dapat dikapitalisasikan dari
belanja modal dan/atau sumbangan/bantuan/hibah scbagai suatu
rangkaian tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.



(2)

Penerimaan barang milik dacrah meliputi penerimaan barang inventaris,
barang perbekalan/supplies dan barang pakai habis.

Pasal 4

Penyimpanan barang milik dacrah dilaksanakan dalam rangka pecngurusan,
penyelenggaraan dan  pengaturan barang persediaan dan barang yang
termasuk dalam golongan barang inventaris di dalam gudang dan/atau ruang
penyimpanan yang berfungsi sebagi gudang scbelum disalurkan dalam

penggunaan.
Pasal 5
(1) Penyaluran mcerupakan kegiatan melakukan pcngurusan

pembagian/pelayanan barang sesuail kebutuhan ke unit kerja/SKPD
secara tepat, cecpat dan teratur sesual kebutuhan di  lingkungan
Pemerintah Dacrah.

Pengurusan barang dilakukan dengan tujuan agar barang milik dacrah
dapat digunakan dan dimanfaatkan scoptimal mungkin scsual dengan
umur ekonomisnya.

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang
ditctapkan olch Walikota kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang scsuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan scbagail bentuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka mendukung pclayanan umum scsuai tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN,
PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerimaan

Pasal 6
Pemerintah Dacrah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak
Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari  suatu
perizinan tertentu.
Pemerintah Dacrah dapat mencrima barang dari Pihak Ketiga yang
merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat/
Institusi/Lembaga /Organisasi.
Penyerahan dari Pihak Ketiga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai
dengan dokumen kepemilikan /penguasaan yang sah.



Pasal 7

Barang milik dacrah yang pcnggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan
secara nilai material termasuk dalam barang inventaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mcrupakan hasil penycrahan barang
dari satu kegilatan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) kepada Pengguna Barang/Pengguna Anggaran dan/atau
penerimaan barang yang berasal dari
sumbangan/hibah/wakaf/penyerahan dari
masyarakat/Institusi/Lembaga/ Organisasi dituangkan dalam Berita
Acara Hibah dan disertai dokumen penguasaan yang sah kepada
Pengguna Barang/Pengguna Anggaran.

Barang milik dacrah yang penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun
dan/atau sccara nilai material tidak termasuk dalam barang inventaris,
digolongkan dalam barang perbckalan/supplies sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan hasil dari peneclitian barang olch
Penyimpan Barang atau Penyimpan Barang Pembantu atau Pengurus
Barang Pembantu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang.
Barang milik daerah yang penggunaannya kurang dari 1 (satu) tahun
dan/atau sccara nilai material tidak termasuk dalam barang inventaris,
digolongkan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) merupakan hasil dari penelitian barang oleh Penyimpan Barang
atau Penyimpan Barang Pembantu atau Pengurus Barang Pembantu yang
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Pasal &
Penerimaan barang milik dacrah harus disertai dokumen yang
menyatakan dengan jelas macam/jenis, banyak, harga dan spesifikasi
barang menurut formulir yang semestinya.
Penerimaan barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
Daftar Barang Milik Dacrah.
Penyimpan Barang/Penyimpan Barang Pembantu/Pengurus Barang
Pembantu menyimpan semua barang milik dacrah yang diterima dan
yang belum disalurkan.
Penyimpanan barang milik dacrah dilakukan di dalam gudang dan/atau
tempat penyimpanan lainnya yang berfungsi secbagai gudang yang dikelola
oleh Penyimpan Barang atau Penyimpan Barang Pembantu.

Pasal 9

Hasil pengadaan barang bergerak milik dacrah yang tergolong barang
inventaris diterima olech Penyimpan Barang/Pcnyimpan Barang
Pembantu/Pengurus Barang Pembantu yang merangkap secbagai
Penyimpan Barang Pembantu melalui Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

Hasil pengadaan barang milik dacrah tidak bergerak diterima oleh
Penyimpan Barang/Penyimpan Barang Pembantu/Pengurus Barang
Pembantu melalui Kepala SKPD sctelah melaporkan kepada Walikota.



Pasal 10

(1) Penerimaan barang bergerak milik dacrah scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) yang diterima harus discrtai dengan dokumen Berita
Acara Penycrahan Kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Penerimaan  barang bergerak khususnya kendaraan bermotor dan
barangtidak bergerak dilaporkan dan dimintakan penctapan  status
penggunaannya kepada Walikota oleh Kepala SKPD/Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang.

Laporan  penerimaan  scbagaimana  dimaksud pada ayat (2)
ditandatanganiolech Kepala SKPD/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.

Tembusan Laporan penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditujukan kepada Pengelola Barang meclalui Pembantu Pengelola Barang
disertal dengan konsep Penctapan Status Penggunaan.

Kepala SKPD/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mcngajukan
Konsep Penetapan Status Penggunaan kepada Walikota melalui Pengelola
Barang dengan tembusan Pembantu Pengelola Barang.

Penetapan Status Penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Hasil Pengadaan barang perbekalan/supplies diterima oleh Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melalui Penyimpan
Barang/Penyimpan Barang Pembantu/Pengurus Barang Pembantu.
Penylmpan Barang/Penyimpan Barang Pembantu/Pengurus Barang
Pembantu  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
melaksanakan administrasi pencrimaan barang perbekalan/ supplies.
Penerimaan barang pcrbekalan/supplies sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sclanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan,

Pasal 12

Hasil Pengadaan barang pakai habis diterima olch Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang melalui Penyimpan Barang/
Penyimpan Barang Pembantu/Pengurus Barang Pembantu.

Penyimpan  Barang/Penyimpan Barang Pembantu/Pengurus Barang
Pembantu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
melaksanakan administrasi pencrimaan barang habis pakai.

Penerimaan barang persediaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
sclanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 13
Semua barang yang diterima dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan
Barang dan dicatat dalam Buku Penerimaan Barang.
Semua barang yang diterima dinilai berdasarkan harga perolehan.
Harga pcrolchan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup harga
barang dan biaya lain yang timbul dalam rangka memperolech barang
tersebut.



(1)

(2)

(1)
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(4)

(5)

Bagian Kedua
Tata Cara Penyimpanan

Pasal 14

Barang milik dacrah diterima dan disimpan olch Penyimpan Barang atau
Penyimpan Barang Pembantu atau Pengurus Barang Pembantu dan
dicatat dalam Buku Penerimaan Barang.

Barang milik dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang
bclum mendapat persctujuan dalam status penggunaannya disimpan
sementara olch Penyimpan Barang atau Penyimpan Barang Pembantu
alau Pengurus Barang Pembantu scbagai barang titipan.

Pasal 15
Barang milik dacrah berupa barang pakai habis dicatat dalam Buku
Penerimaan Barang, Buku Barang Pakai Habis, Kartu Barang dan Kartu
Pcrsediaan Barang.
Barang milik daerah berupa barang perbekalan/supplies dicatat dalam
Buku Penerimaan Barang, Buku Barang Perbekalan/ Supplies dan Kartu
Barang.
Barang milik daerah berupa barang inventaris dicatat dalam Buku
Penerimaan Barang, Buku Barang Inventaris dan Kartu Barang.
Kegiatan penyimpanan barang milik dacrah juga termasuk menghimpun
scluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran sccara tertib dan
teratur.

Pasal 16
Pengecckan perscdiaan/ Stock opname scdikitnya sctiap 6 (cnam) bulan
sckali yang dituangkan dalam Berita acara perhitungan barang,
Laporan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang scdikitnya sctiap 6 (enam) bulan sckali berdasarkan
Berita acara perhitungan barang.

Bagian Kctiga
Tata Cara Penyaluran, Pengurusan dan Penggunaan

Pasal 17
Penyaluran merupakan kegiatan melakukan pengurusan
pembagian/pelayanan barang sesuai kebutuhan ke unit kerja secara
lepat, cepat dan teratur scsuai kebutuhan.
Pengurusan barang dilakukan dengan tujuan agar barang milik dacrah
dapat digunakan dan dimanfaatkan scoptimal mungkin sesuai dengan
umur ckonomisnya.
Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang
ditctapkan oleh Walikota kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Barang scsual tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Penyaluran dan penetapan status penggunaan barang bergerak selain
kendaraan bermotor sesuai dengan perencanaan DPA SKPD.
Penyaluran barang bergerak khususnya kendaraan bermotor dan barang
tidak bergerak menunggu Keputusan Penclapan Status Penggunaan dari
Walikota.



(3)

(1)

(1)

Pasal 18

Status penggunaan barang milik dacrah ditetapkan dengan Keputusan

Walikota.

Penctapan status penggunaan barang milik dacrah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. tanah;

b. bangunan; dan/atau

¢. kendaraan bermotor.

Penetapan  status  penggunaan  barang milik  dacrah scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara scbagai berikut :

a. Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang diterima
kepada Walikota melalui Pengelola Barang disertai dengan usul
penctapan status penggunaannya.,

b. Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang meneliti laporan
scbagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. sctelah dilakukan penclitian atas kebenaran usulan SKPD, Pengelola
Barang mengajukan usul kepada Walikota untuk ditetapkan status
penggunaannya.

d. usulan status penggunaan barang milik daerah lebih diprioritaskan
scsuail perencanaan DPA SKPD.

€. alas penctapan status penggunaan, masing-masing SKPD melalui
Penyimpan Barang atau Penyimpan Barang Pembantu atau Pengurus
Barang atau Pengurus Barang Pembantu wajib melakukan
penatausahaan barang milik dacrah yang ada pada Pengguna Barang
masing-masing.

Pasal 19

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan
dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yvang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang kepada Walikota
melalul Pengelola Barang.

Pasal 20

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yang tidak menycrahkan
tanah dan/atau bangunan yang  tidak digunakan untuk
menyclenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD akan mendapatkan
sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan
dimaksud.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan scsuai tugas pokok dan
fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat
dialihkan kepada SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi barang milik
daerah atau dipindahtangankan,

Pasal 21
Penyimpan Barang atau Penyimpan Barang Pembantu atau Pengurus
Barang Pembantu menyalurkan barang milik dacrah berdasakan Surat
Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang disertai dengan Berita Acara Serah Terima.



Kuasa Pengguna Barang wajib meclaporkan sisa barang milik dacrah yang
tidak disalurkan kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang wajib melaporkan sisa barang kepada Pengelola Barang
melalul Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 22
Penyimpan Barang atau Penyimpan Barang Pembantu atau Pengurus
Barang Pembantu menycrahkan barang milik dacrah yang akan
disalurkan.
Barang milik daerah yang disalurkan atau discrahkan dicatat dalam
Buku Pengeluaran Barang.
Pengurus Barang atau Pengurus Barang Pembantu yang menerima
barang milik dacrah berupa barang inventaris, mclakukan pencatatan
dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan
Buku Inventaris.
Barang milik dacrah berupa barang pakai habis dan barang
perbekalan/ supplies yang disalurkan dapat langsung digunakan.

Pasgl 23

Formulir tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengelola Barang bersama-sama dengan Pembantu Pengelola Barang
meclaksanakan tahapan persiapan pclaksanaan Tata Cara Penerimaan,
Penyimpanan, Penyaluran, Pengurusan dan Penggunaan Barang Milik Dacrah.

Pasal 25

Pelaksanaan tata cara pencrimaan, penyimpanan, penyaluran, pengurusan
dan penggunaan barang milik dacrah harus menycesuaiakan dengan Peraturan
Walikota ini paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

I & £8

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
padaftanggal 22 Novembor Q0]

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

P—
pada tanggal 22 November 2011 FEJABAT | PARAF
SEKRETARIS DAERAN KOTA MAGELANG, PEsABAT ) L-SEROA

-  ASSTENR T
1.SEKDA | (I _
1. ASISTEN :f ot
SUGIHARTO t Kogag | o ]
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 34 (¥




Daftar Formulir Lampiran Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran,

—_
el il = o < SN TR S T e

14
15

16

Pengurusan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir
Formulir

Formulir
Formulir
Formulir

Py

gy eSsymoRBUOE S

Buku Penerimaan Barang

Buku Pengeluaran Barang

Buku Barang Inventaris

Buku Barang Pakai Habis

Kartu Barang

Kartu Persediaan

Bukti Pengambilan Barang dari Gudang

Berita Acara Pengecekan Persediaan/ Stock Opname
Berita Acara Serah Terima Gudang

Berita Acara Serah Terdapat Selisih

Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementar
Berita Acara Pemeriksaan Barang yang Berubah Keadaan

. Berita Acara Pemeriksaan Barang karena Bencana Alam,

Dicuri, Kebakaraan

Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang

. Permohonan Penetapan Status Penggunaan

Penetapan Status Penggunaan
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2. Formulir B

SKPD
KOTA
PROVINSI
BUKU PENGELUARAN BARANG
Nomor Tanggal
No. Tanggal Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah Harga Untuk Keterangan
Urut Penyerahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEZRIANE, cw v sermsimmmasn

PENYIMPAN BARANG

ATASAN LANGSUNG




3. Formulir C

SKPD
KOTA
PROVINSI
BUKU BARANG INVENTARIS
PENERIMAAN PENGELUARAN
No i Keterangan
Tanggal MamedienieBarang || idsde ey Tahun Jumlah/sat Tgl/No./Kontrak/ Wm_‘;m.\_”nm& Tanggal | Diserzhkan Jumlah Tgl./No. Surat &
Diterima g & patbatan [T s ] SP/SPK il Dikeluarkan| Kepada |Satuan/Barang| Penyerahan
Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MEEEIANE, oo

ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG




4, Formulir D

SKPD ;
KOTA d
PROVINSI :
BUKU BARANG PAKAI HABIS
PENERIMAAN PENGELUARAN

No. : ita A Keterangan

Tanggal Wi aar B Merk/Uk Tahun  [lumlah/Satuan Uﬂﬂ_wmov\xﬂﬂ;:mw Wm:ﬁm.\_”nma Tanggal | Diserahkan Jumlah Tgl.No. Surat

ajlenis ba 2 ! 3 3 2 2an
Diterima - = el Pembukuan Barang =rER EIEL SORE Dikeluarkan| Kepada |Satuan/Barang Penyecrahan
Satuan Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
Magelang; sscmsimmmsmis

ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG




5. Formulir E

SKPD
KOTA
PROVIN :

Nama Barang
Satuan

KARTU BARANG

Spesifikasi v

ATASAN LANGSUNG

No. Tanggal Masuk Keluar Sisa Keterangan
af 2 3 4 5 6
Wagelang, ...t

PENYIMPAN BARANG




6. Formulir F

SKPD
KOTA
PROVINSI

Gudang

KARTU PERSEDIAAN BARANG

Nama Barang : Kartu No. oo
Satuan : Spesifikasi ;
Jumlah Harga Barang yan
No./Tgl. Surat Barang-barang o g - EY m.
ET Diterima/yang Dikeluarkan/Sisa
Tanggal Uraia Harga Satuz Keterangan
BB Penerimaan/ n Harga Satuan g
Pengeluaran Masuk Keluar Sisa Bertambah |Berkurang Sisa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MEECIANE, wovvveeirieee s

ATASAN LANGSUNG

[ )
i

PENYIMPAN BARANG

(.
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8. Formulir H

$l$ PEMERINTAH KOTA MAGELANG
N KOP SKPD

BERITA ACARA
PENGECEKAN PERSEDIAAN
[(STOCK OPNAMIE)

NOTIOT 5 o tieien s o n oo o rsmpors o o 5 o i

Pada hari ini, .oeeeeeennns tanggal i, bulan

.......................... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Bt B A A A S S W
NIP b SRR e s sl
Pangkat/Gol. 2 i R T RS AN
Jabatan T comireraua e A I LR o NN
sclaku atasan langsung telah mengadakan pengecekan kepada :
Nama T e
NIP £ o S S S P

Jabatan : Penyimpan Barang SKPD ........ccceviinnnenn,

terhadap barang persediaan BEIUPA ...t (perbekalan/pakai habis)

dengan rincian sebagai berikut :

No. . Jumlah Harga
Nama Barang ‘
Barang | Satuan

Jumlah Harga

Ket.

Penyimpan Barang

............................... (Nama)
NIP. coosesersumssmissnssanse




9. Formulir |

SKPD
KOTA

PROVINSI

BERITA ACARA

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Selaku Penyimpan Barang Lama :

SERAH TERIMIA GUDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Wallkota Magelang NOMOr vveceier e

2. Nama
Pangkat/Golongan
NIP

.. tanggal

Selaku Penyimpan Barang Baru ... oo oo e
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nagelang Nomor ..

Telah melaksanakan serah terima seluruh barang inventaris ddn barang pakai habis dalam keadaan
baik sesuai dengan daftar di bawah ini.

Telah diserahkan seluruh dokumen barang dan serah terima kunci gudang

an. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
(Atasan Langsung Penyimpan Barang)

Jumlah _
No Nama Barang Satuan Keterangan
Angka Huruf
1 2 3 4 5 6
Yang menerima Yang menyerahkan
Penyimpan Barang Baru Penyimpan Barang Lama
{ s s e s enss ) { s s )
BRI e NIB: ey
Mengetahui




10. Formulir J

5KP

D

KOTA
PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERDAPAT SELISIH

Yang bertandatanganan di bawah ini, menystakan bahwa dalam serah terima dari Penyimpan barang lama, Nama @ ..wevvsvrenrccoe. PangKat/Gol. : oo,
NIP v sETElBH melaksunakan pemeriksaan pada Bl SO B e, terdapat selisin barang/susut yang dapat diperhitungkan dalam daftar sebagai
barikut :
Sisa Susut Jumlzh
Menurut
Nama Barang Satuan Lebih Kurang ) Keterangan
Pertanggun Prosentase Jumlah Lebih Kurang
giawaban
3 2 3 4 5 & 7 8 9 10
sy WPl Bl ey Tahun ............

Yang menerima
Penyimpan Barang Baru

NIP.

MENGETAHUI
an. PENGGUNA/KUASA PENGGUNA
(ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG)

NIP. ...

]

Yang menyerahkan
Penyimpan Barang Lama

Pemeriksa

. Tanda tangan

Nama
NIP

. Tanda tangan

Nama
NIP
Tanda tangan




11. Formulir K

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KOP SKPD

SKPD e et
KAB/KOTA SR -
PROVINSI e e

SURAT PERNYATAAN
PENGGANTIAN PENYIMPAN BARANG SEMENTARA

Yang bertandatangan di bawah ini, Nama................. PR s e o
PangleatGol. v wamvisies Penyimpan barang menyatakan bahwa sclama ini
mewakili :

Nama....coooeeeeein.., BIP ne comncicsnna Pangkat/Gol: e selama
................... hari, dari tgl..... bln...... th.... sampai dengan tgl........
o] TRR—— ] g R , pertanggungjawaban pengurusan gudang seluruhnya ada

di tangan saya.

Sclanjutnya saya menyatakan bahwa tindakan dari penyimpan barang
menjadi tanggungjawab saya dan karenanya bertanggungjawab atas kerugian
dacrah atau kesalahan Tata Usaha yang mungkin terjadi selama masa
perwakilan tersebut.

dengan catatan bahwa perwakilan itu =00 e §oee
disebabkan Penyimpan Barang Sementara
£ 42 ol 1 2 < N
NIP
Mengetahui

an. Pengguna/Kuasa Pengguna

Atasan Langsung Penyimpan Barang



12. Formulir L

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KOP SKPD

SKPD S
KAB/KOTA e Ie—
PROVINSI A

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
YANG BERUBAH KEADAAN

Pada hari ini, ............... tanggal ..... bulan ..... tabman v kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
1. Nama B i 00 S 2 XA
NIP e e P e e e
Pangkat/Gol. S v S A AR R A e
2. Nama T i A R TS N o 3 R
NIP SNy oo, Rt . N ontion) R m
Pangkat/Gol. D el e R e i e RS SRR SRR B SR
3. Nama T B S A S TR O S S S 8
NIP e e e S L e S e e e R T e e
Pangkat/Gol. = Ot ol ... el Tt SVY
Selaku Panitia Pemeriksa atas perintah ....... telah mengadakan pemeriksaan
pada tempat penyimpanan barang di Gudang .............. yang berubah

keadaannya disebabkan oleh :

.................................................................................... Panitia
berkesimpulan sebagai berikut ................. Berita Acara ini kami buat
rangkap ....oooeveeininn untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Penyimpan Barang Panitia Pemeriksa

: -

D o cnsssee s
s csinsosarae s psrmamssrana ) << A

Mengetahui
an. Pengguna/Kuasa Pengguna
Atasan Langsung Penyimpan Barang



13. Formulir M

]f;}_s?_ meee_] PEMERINTAH KOTA MAGELANG
AN T

NiE KOP SKPD

v 7

SKPD B e s et
KAB/KOTA T
PROVINSI E emamm— s e

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KARENA BENCANA ALAM/DICURI/KEBAKARAN

Pada hari ini, ............... tanggal ..... bulan ..... tahun ...... kami yvang bertanda
tangan di bawah ini :
1. Nama L e e B S e T T S TR R A
NIP R
Pangkat/Gol. 3 R R SRS S SR SR A P
2. Nama PPt Wy o rieieel OO el W " M
NIP TR R S SR RS EE T SRR SR e T
Pangkat/Gol. S i SR RS S A R SR SR B
Selaku Panitia Pemeriksa atas perintah ....... telah mengadakan pemeriksaan

terhadap barang karcna bencana alam/dicuri/ kebakaran dengan rincian
sebagai berikut :

Harg: Jml. Rusak Rusak
No. | Nama Kode | Juml. - arga JE | Lsa A Ket.
Satuan Harga Ringan Berat
1 2 3 4 ] 6 7 8

Berita Acara ini dibuat rangkap ................. untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Penyimpan Barang Panitia Pemeriksa

T

D viaaaunenh s sk cns
{snnisasen sueds s v ) T e AT DO
NIP. i,

Mengetahui

an. Pengguna/Kuasa Pengguna
Atasan Langsung Penyimpan Barang



14. Formulir N

[{,i‘g;;h;: PEMERINTAH KOTA MAGELANG
AN
ANk KOP SKPD

o

el
=
T

I
=

SURAT PERINTAH PENGELUARAN/
PENYALURAN BARANG

Wi sumimaimes I sessrsssennssesnsuss TPPBY ssvmusnpunys
Dari : Pengguna/Kuasa Pengguna
Kepada + Periyittipan Batanig . sz
Alamat < O T

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang terscbut dalam daftar
di bavwal i wutil e s o o

BEPAASATIRATL .. .veresnenemmmss snmns et semens A3 550 505800 S ETRRS R0 o s 40 YU
P o S P Harga - .
N_o.“ Banyaknya Nama B%rdé%___ Satuan Jml. I{ar?g. | Ket,
= 2 3 L L SIS OO S

Pengguna/Kuasa Pengguna




14. Formulir N

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KOP SKPD

SURAT PERINTAH PENGELUARAN/
PENYALURAN BARANG

1y [ 2 TR — SO — [PPB] .....oons000
Darti : Pengguna/Kuasa Pengguna
Kcpada : Penyimpan Barang ...............

Alamat

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang terscbut dalam daftar
di bawah ini untuk

BeradBSarTBal «ovvvwsssmmmssmece neimema s s sms s so. s ok < ZaieA SHARARES T 598 HhoE 450
' Harga .
[\Io : ?jr}}fw:lfz?}ji I_W_ama Barang Satuan Jml. Iiarga ) ket
iy 2 3 P BT e L b,
: |

Pengguna/Kuasa Pengguna



15. Formulir O

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

KOP SKPD

2l

=

e | )
I‘-,\

|Z

1]

| |

—

L=
o ]
‘ A_-;TI)‘ . laf
A1 41 _ab |
I Vg vE 1

S
o
e Y, :

b
\

{{
\

Magelang, ......ooeeeviiiviiieeccn
KepadaYth:
Nomor : / / Walikota Magelang
Sifat D~ cq. Sekretaris Daerah
Lampiran :- selaku Pengelola Barang Milik Daerah
Perihal . Permohonan Penetapan Status di
Penggunaan MAGELANG

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan ini
kami mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan atas barang
............. yang merupakan .......... (hasil pengadaan belanja modal tahun
anggaran ....... /barang inventaris milik daerah) dengan rincian terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum adanya.

Kepala SKPD

Nama
Pangkat
NIP

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth.

1. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
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16. Formulir P

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR......... TARUN ..oove s

TENTANG

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa ... (tanah dan/atau
bangunan dan barang inventaris lainnya) milik
Pemerintah Kota Magelang yang berada pada
................ (SKPD) harus digunakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan dan
perlu menetapkan Status Penggunaannya;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengclolaan Barang Milik
Negara/Daecrah, status penggunaan barang milik
dacrah  harus ditctapkan dengan Keputusan
Walikota;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kota Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengclolaan Barang Milik
Negara /Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewcnangan
Pemerintahan Dacrah Kota Magelang;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Barang
Milik Dacrah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS
PEMGGUNAAN ... .onavemmonsvarss PADR o svimsnss (SKPD).

Menectapkan Status Pengeunagar oo . pada
..................... (SKPD) scbagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.

................................ scbagaimana  dimaksud Diktum
KESATU telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah
dan merupakan asct tetap Pemerintah Kota Magelang.

ERESBIEI - o sovnmicsanonsmies s mar o discrahkan pada masing-
masing pengguna yang bersangkutan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG

2

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth,

L. Inspektur Kota Magelang;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kota

Magelang;

R T

...(SKPD bersangkutan).
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Pasal 143

Peraturan Walikota in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal

SIGIT WIDYININDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 15 November 2011 3 _“ .
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SEKRETARIS DAE OTA MAGELANG,
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{PTA MAGELANG,
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- ASISTEN

29 Ka. Bag.
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